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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 memuat ketentuan yang bersifat groundnorm sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia. Pandangan hidup tersebut berimplikasi pada usaha Negara

hb_pada alinea ke 1V pembukaan

sosial. Untuk j ) ut™ diperlukan hukum untuk
mengatur, melk._s‘:anakan, serfafi n 1 )emerintah  dan
masyarakat. 7‘

Sebagaimanamyanc ayat (3) UUD 1945
menjelaskan bah wa Indonesia adalah negara t ast "ngandung makna
bahwa keterlibatan—pemé onesia dala shidl(ipan ' arga negara telah
dijamin dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi. Keharusan yang mendasar
pada kaidah dan norma Kkonstitusi tersebut bagi setiap tindakan hukum

pemerintahan di bidang publik ini mengandung arti mensyaratkan adanya hukum

tertulis atau peraturan perundang-undangan.’

'Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, Jogjakarta, FH UII Press, HIm



Dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut,
Negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya
adalah Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus dan istimewa dan selain itu negara mengakui dan
menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatus r-Republik Indonesia. Hal ini diamanatkan
W_ IVERSITAS ANDA
>, . /] : 1

Kemudian dalam penjefasah UUﬁ 945 disebutkan
prial Negara Indone 0 Zelfbestq"r"e de lanschappen

Barat,

kedudukan daera EWa ala peraturan negara yang

o
kabupaten dan Kota'}

undang”.
Kabupaten dan kota merupakan kesatuan unit pemerintahan yang langsung
berhubungan dengan fungsi pengayoman dan pelayanan pemerintahan negara

terhadap rakyat. Setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat

> Moch. Solekhan,2014,Penyelenggaraan Desa Berbasis Partisipasi Rakyat, Malang,
Setara Press, HIm 16.



administrasi ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai
pejabat administrasi yang terendah diatas kepala desa atau wali nagari atau lurah.
Aturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah,
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Daerah

kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/keta-dibagi atas kecamatan, dan kecamatan
N\VERSITAS ANDALAS =

dibagi atas kelu ﬁn/‘d S5 "

Daerah provinsi yang dibag ecil yaitu ké upaten dan kota

-~~~
~
AA ”~
11, ¢c

tersebut, bersifat otonom "';.,
”~ A
‘ ~ A~

| belaka, yang diartikan

sebagai kesatuan masyar, s—batas wilayah yang
berwenang mehgatur dan mengurus arintahan  dan  kepentingan

masyarakat setm_pat menurut Brakarsa I berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Ne \\ S
Dengan ({It vr E 2004 yang telah

diganti menjadi Undang-Undang \m. J 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah m\bulzm

;AIJ\ ititurk blsa berpartisipasi
aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional,

lr'

daerah bahkan sampai pada tingkat pemerintahan desa.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian pengaturan tentang otonomi daerah ini bertujuan untuk



menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggungjawab.?

Era otonomi daerah yang sedang dikembangkan ditengah-tengah
masyarakat dengan asas desentralisasi, diharapkan dapat meningkatkan derajat
kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Kebijakan otonomi daerah tentunya

juga memberikan implikasi terhadap sistem administasi pemerintahan desa.

pemerintahan terendah dalam sistem
ANDA

Nomor 32 Tahu ‘menjelaska erintali”Desa. terdiri dari Kepala

Desa dan Perangkat ayat, (2),menjelaskan at_desa terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lai yg,\kemudlan disamping itu dijelaskan
pada ayat (3) bahwa sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diisi dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”.

Sebagai kepala urusan administrasi, sekretaris desa dalam pengaturan

Pasal 202 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

* HAW Widjaya, 2000, Pemerintahan Desa Marga (Suatu Telaah Administrasi Negara),
Jakarta, PT RadjaGrafindo, HIm 6
* Moch. Solekhan, Op.Cit, HIm 9



Daerah, sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. PNS dianggap
profesional sehingga dapat memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka
peningkatan kualitas demokrasi di desa, peningkatan efisiensi pelayanan publik
didesa, percepatan pembangunan desa, dan diharapkan dapat meniciptakan cara
berpemerintahan yang baik.

Sekretaris Nagari diangkat dalam rangka membantu penyempurnaan dari

tugas Wali Nagari sekaligus sebagsa ip nggara pemerintahan daerah di

WERSITAS ANDALA
dilaksanakan guna aklaﬂj ti Permendagri

tingkat nagari.
No.72 tahun 200¢ , bahwa jabatan
sekretaris desa / nagari h Af" 2geriy,Sipi S).° Sekretaris
nagari harus linagari  dalam

mewujudkan Ke 108S [ garaan pemerintahan di tingkat

dalam melayani W merealisasikan

pembangunan nasional .’
("\ V
Karena terselenﬁarg ' a l,.n\

kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung

: tergantung pada

juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri.” Maka dari itu PNS sudah semestinya

memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara

® http://m.sumbaronline.com/berita-8716-26-pns-dilantik-jadi-seknag-.html diakses pada
6 Agustus 2015, pukul 09.00

® W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Yogyakarta, Cahaya Atma
Pustaka, HIm. 177.

" SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD, 1987,Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,
Yogyakarta, Liberty, HIm. 98.


http://m.sumbaronline.com/berita-8716-26-pns-dilantik-jadi-seknag-.html

profesional, adil, bertanggung jawab, tepat, dan benar.® Sebab, dengan adanya
mind set seperti itu maka terwujudlah aparatur yang tangguh dan berintegritas.
Untuk mewujudkan upaya-upaya itu semua maka diperlukan manajemen PNS
yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai Aparatur Sipil

Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka

- NWERSIT -
tentang Aparat ﬁﬂ Negara menjelaskan bahwa; “Pegay éj,meri Sipil adalah
Warga Negara} Indonesia yang

4

Dengan | telah digantiKa

ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tertentu, diangkat sebagai

Pegawai Aparatur Sipil at_ pembina kepegawaian

untuk menduduki jabata

Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dengan WU No 3 Tahun 2014, dehgan pergantian

undang-undang te ebut, pem ahan da sir Selatan belum

mengganti Perda \-m.,v.. ituran mengenai

pengisian jabatan_s ekreta | n g enir -u ekarang ini Pemerintah

Uy ED J AJ A AN
Kabupaten Pesisir faiﬂri asinmemberlakukan P

~ &P
e
d& Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sehingga penulis
memberikan batasan terhadap penulisan ini yaitu terhadap pengisian jabatan
sekretaris nagari yang terakhir yaitu pada tahun 2012 dimana pada saat itu masih
merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

untuk pengaturan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang

8 Ibid., HIm. 102.



Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang hingga pada saat ini masih belum
dirubah.

Mengenai pengisian jabatan sekretaris nagari pada Pasal 3 ayat (3) Perda
Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 menerangkan bahwa “ sekretaris Nagari
diisi dari Pegawai Negeri Sipil”. Pemberlakuan Perda tentang Pemerintahan

Nagari tersebut memberikan gambaran bahwa jabatan sekretaris nagari dengan

setempat, dapatmemberikan gamb

b

Penyelenggaraan , dapat disebut

}ﬂj laya masyarakat
nsialnya kedutdukan sekretaris

nagari pada organisasi pe

sebagai Administrasi  Pemefinta garl. . Administrasii Pemerintahan
merupakan kegiatan: rsumbe p infah Nagari yang

terdiri atas tugas wajiban, tanggun gan-hubungan Kerja,

yang dilaksana-undangan yang

< >

tersebut menjadi

berlaku, guna menjalankan~Pemerintahan’ Nagafj. )
~LUK\ JBANG:

e A

alasan pentingnya memahami dﬁneneﬁp\kan administrasi bagi Pemerintah
Nagari. Tanpa administrasi, penyelenggaraan Pemerintah Nagari tidak berdaya,
bahkan tidak ada bobotnya sama sekali, dan semakin memperjelas keberadaannya
hanyalah sebatas formalitas administratif kewilayahan belaka, serta akan

mengancam stabilitas upaya pencapaian pembangunan multi aspek di negara ini.

® Binsar Situmorang, 2007, Dimensi Administrasi dalam pengisian jabatan Sekretaris
Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Jurnal, Bandung, HIm 2



Terlebih telah adanya pemberian dana desa terhadap desa atau nagari di Indonesia
dan sangat dibutuhkan orang-orang yang berkompeten untuk mengelola dan
mengurus hal tersebut, salah satunya adalah pengisian jabatan sekretaris nagari

yang diisi dari PNS.

Pengisian jabatan sekretaris nagari dari PNS bertujuan agar terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah Nagari kepada masyarakat.

Dengan adanyagekeme
ketetapan MPR}

Penyelenggaranw Otonomi

berbunyi®
“Sejalan’ dengan semahgg , ldan kesetaraan
hubungan pusat dan d@ kan' upaya perintisan awal yang
melakukan revisi yang. sar terhadap UU Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan D Nomo alun 1999 tentang
Perimba gt 1 Keuangan An P Daerah. Reuvisi
dimaksud'd can s upaya

Ketetapa VIPR ulll'

Dalam Penyelenggs ‘ !E 16 ‘!l ‘@ u- dasi Nomor 7
tersebut, bermaksud mengu ah otonoml'ﬂé%\darl pengakuan menjadi pemberian.

Maksudnya adalah Desa/nagari tidak hanya sekedar diakui keberadaannya namun

ndasi Kebijakan

diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari dan untuk peningkatan

pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, membutuhkan

10 1hid, HIm 2



kemampuan dan kreatifitas para wali nagari dan perangkat nagari untuk dapat
mengolah sumber-sumber pendapatan nagari dan kemudian digunakan secara

maksimal untuk pembangunan masyarakat nagari setempat.

Pemerintah Nagari merupakan salah satu ilustrasi penyelenggaraan
administrasi. Ciri administrasi dalam Pemerintah Nagari yakni adanya Wali

Nagari dan Perangkat Nagari yang bekerjasama untuk mengelola segenap potensi

NN

Sekretaris Nagari dituntut kemampuannya untuk tepat menyerap arah
kebijakan Wali Nagari dan mensinergikan pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh
Perangkat Nagari. Sekretaris Nagari menjadi pilar utama kesuksesan Wali Nagari
dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari, yaitu
urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari, urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan



pengaturannya Wali Nagari, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang

oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Profil Jabatan sekretaris Nagari dengan keharusan penguasaannya di
bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, bidang

perencanaan, dan bidang sosial budaya masyarakat setempat, dapat memberikan

gambaran betag t gaki=-pada organisasi
; ari dari Pegawai
Negeri Sipil sangat relevan me yahg berdaya guna
dan bernilai guna, guns : emban sa dalam jangka
waktu yang telah ditentt d ganisasi dalam

Pemerintah Nagari S intahan Nagari,

rangka itu dibutuhkan aktualisasi penguatan potensi administrasi Desa.
Maksudnya, mempersiapkan Pemerintah Desa sehingga mampu mengelola
penyelenggaraan tugasnya dengan baik guna pencapaian manfaat otonomi yang

senyata-nyatanya bagi Desa.™

" Ibid, HIm 3
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Sesuai dengan batasan penelitian yang penulis uraikan diatas, bahwa Perda
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
masih berlaku hingga saat sekarang ini. Dan pengisian jabatan sekretaris nagari
berdasarkan Perda tersebut, diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan didalam
penerapannya tidak semua Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut pengisian

jabatan Sekretaris Nagari diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya

< UNIVERSITAS ANDA 4 o1
éilas:éri latar belakang diatas 'mj‘ s tertarik untuk

“PENGISIAN
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permsalahan yang telah diuraikan
diatas, maka dapat dirumuskan permsalahan yang akan menjadi pokok
pembahasan adalah :
1. Bagaimana pengisian jabatan sekretaris nagari di Kampung Baru Korong

Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apa ke (ala -‘..gl

ekretaris nagari di
ALAS |y
m <orong Nan Ampek dan bagaimana.

i ﬂ yang dilakukan

Kampung

untuk m Eﬁédapi

C. Tujuan Penelitian

¢

Penulisan suatu skripsigstida
»
mahasiswa | yang menyele *

penulisan i

atu keﬁgﬂ

san bagi setiap

a. Adapun tujuan penelitian dan

1. Untuk menge
<

ah o S DERE 3 gla,“(retaris Nagari di
& m >

0
proses pengisian jabatan@reta@agari di Nagari Barung- Barung
Balantai yang diisi dari PNS.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengisian jabatan

Sekretaris Nagari di Kampung Baru Korong Nan Ampek yang tidak diisi

dari PNS serta upaya yang dilakukan.

12



D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang
diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang
bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya

harus memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

ka menganalisa

masalah dalam

idu, masyarakat,
maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan pengisian jabatan sekretaris

nagari.

13



E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Dalam kegiatan penyusunan proposal ini dibutuhkan data yang konkret,
jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan
dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai
GNIVERSITAS ANDAL 151
1. Pendgke :K/Iésalah ﬂ

: irdasarka NI m penelitian yang

berikut:

erhadap pengisian jabatan
sekretaris Nagari berkaitan dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 8
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif.

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang

2 Ronny Hanitijo Soemitro,1998, Metodelogi Penelitian Hukum., GHalia, Jakarta, HIm
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seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar
dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam
kerangka menyusun teori-teori baru.'* Dalam hal ini penulis
mendekripsikan bagaimana pengisian jabatan Sekretaris Nagari Kampung
Baru Korong Nan Ampek, Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

ali Nagari kecamatan

angkat Nagari lainnya. Hasil

S " d laporan, buku harian,
* primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian

dan seterushya

ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

3 Soerjono Soekanto,2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
Him. 10.

“Ibid., HIm 11.

' Ibid., HIm 12.
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1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi:
peraturan perUndang-Undangan, konvensi, dan peraturan terkait
lainnya berhubungan penelitian penulis.’® Bahan-bahan hukum yang

digunakan antara lain :

1. Undang-Undang-Neme ahun 2004 tentang Pemerintahan
- N\VERSITAS ANDALAS

hun 2014—-!en ang Pemerintah

omor 8 Tahun

penjelasan mengenai bahan hukum primer.'” Bahan hukum tersebut
bersumber dari:

a) Buku-buku.

b) Tulisan ilmiah dan makalah.

c) Teori dan pendapat pakar.

18 1bid.,HIm 52.
7 bid., HIm 52.
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d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
a) Kamus-kamus hukum.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan D
: N\\;ERSITAS ANDA
Dalmg_ an data yang di d penulisan ini,

penulis menempuh cara wa

&

wawancara. Wawancara' ac
[

penelitian dengah cara

a. Wawancara

Dalam ke menggunakan teknik
peroleh Keterangan untuk

tujua jawab, sambil bertatap muka antara

si pe h

dengan /

gu tervie ide (panduan
J |
wawancara). S , &% : =

'! g-dilakukan pent ih gh-wawancara yang semi

terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai

atau responden

dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden
kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam
rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi

respondennya adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan perangkat

'8 Moh. Nazir, 2009,Metode Penelitian, Ghalia Indonesia ,Bogor, HIm 193 — 194.
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Nagari lainnya di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
Kecamatan Koto X1 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Studi Dokumen
Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.
Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto,

content analysis sebua penelitian untuk membuat inferensi-

AS

ANDALA
infer dengan—mengidentifikasi secare dan obyektif
karak Tristik khusus_ke ¢ : hal ini, penulis
beru rja_men A dapaty,dalam Suatu peraturan,

pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di

lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-

aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing.
Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni

memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima,

19 Sperjono Soekarno, Op. Cit, Hlm. 21.
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kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi
penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau Yyang
didapatkan oleh penulis.?
b. Analisis Data
Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya

penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data

at-kalimat yang
Indang-Undangan,
ang memberikan

ahan  sehingga

%0 Ibid, HIm 264.
2l Mardalis, 1995, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,Bumi Aksara

Jakarta,HIm, 26.
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